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ASAS LEGALITAS DALAM KEJAHATAN BISNIS DITINJAU 

DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM 
 

Oleh: Rusmiah, S.H.,M.A. 

 

 
I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 
 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota masyarakat 

secara langsung dan tidak selalu dihadapkan dengan norma-norma 

hukum, baik secara yuridis formil diatur dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan, adanya hukum kebiasaan dan adanya hukum 
yang hidup dalam masyarakat (the living law) atau dikenal dengan 

sebuta hukum adat. 
 

 Dalam ilmu hukum, semua peraturan perundang-undangan 

yang sedang diberlakukan tersebut disebut dengan istilah hukum 
positif (ius Constitutum), yang tentunya hukum positif itu memiliki 

bentuk yang berbeda dalam setiap Negara, bukan di Negara-negara 

yang menganut sistem hukum yang sama (Common law system 

maupun civil law system) perbedaan dan penerapan hukum positif 

disetiap Negara pastilah tetap terjadi. 
 

 Dalam mempelajari hukum positif suatu Negara, yang dalam 

hal ini penulis menyoroti secara khusus pada bangsa Indonesia, maka 

pastilah yang dilihat dan ditelaah adalah yang berkaitan dengan 

peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang dan 

permasalahannya, seperti bentuk hukumnya. penerapan pasal-pasal 

yang terkait, dan sebagainya.  
 Menurut Satjipto Rahardjo, "kemampuan untuk melakukan 

penalaran yang demikian itu tidak hanya membawa manusia kepada 

penjelasan yang konkrit...juga untuk "naik" sampai kepada penjelasan-

penjelasan yang lebih bersifat filsafat.  

 Disinilah dikenal dalam ilmu hukum yang disebut dengan 

TEORI HUKUM. Teori hukum dapat dikatakan sebagai "kelanjutan 

dari usaha mempelajari hukum positif, tidak tidaknya dalam 

urutanyang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori 
hukum dengan jelas".  

 Teori hukum akan mempermasalahkan mengenai landasan 

dari suatu peraturan yang berlaku, mencoba menelaah mengenai 

keabsahan suatu perundang-undangan, mengenai keadilan dalam 

penerapan hukumnya, hubungan  antara individu dengan penguasa 
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disuatu Negara, dan hal-hal lain yang menitikberatkan pada suatu hal 
yang bersifat abstrak. 

 Seperti yang dipertegas oleh Radburch, tugas teori hukum 

adalah membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai keda 

landasan filosofinya yang tertinngi. 

 

B.  Rumusan Masalah 
 

1.  Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam kejahatan bisnis   

Di Indonesia? 

2.  Bagaimana kaitannya teori hukum dengan Asas Legalitas      

Di Indonesia? 

 

C.  Tujuan Penulisan 
 

1.  Untuk mengetahui kedudukan asas legalitas dalam kejahatan 

bisnis Di Indonesia  

2. Untuk mengetahui kaitannya teori hukum dengan Asas 

Legalitas Di Indonesia 

 
 
 

П.  РЕМВАНASAN 
 

I. Kedudukan Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Di 

Indonesia 
 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada 

suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada 
perbuatan itu". Atau dikenal dengan bahasa latin yang berbunyi 

“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege". Asas yang 

dipopulerkan oleh Anselm Von Feuerbach ini, secara umum 

merupakan yang kemudian dijadikan patokan / pedoman dalam 

hukum pidana, tentunya berkaitan dengan hal tersebut maka saat 

terjadi tindak pidana/kejahatan dalam dunia usaha (bisnis), dengan 

sendirinya tetap tunduk dan tidak boleh mengesampingkan asas 

legalitas ini. 
 Menurut E Utrecht konsekuensi dari asas legalitas adalah 

bahwa, "ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan 

yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh 

hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak 

dihukum". 
        

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, maka    
setidaknya ada 3 hal yang menjadi patokan / pedoman dalam     

hukum pidana berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: 

  



63 
 

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu    

aturan undang-undang  

2)  Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 

digunakan analogi (qiyas) 

3)  Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

 

 Berdasarkan tiga hal tersebut, secara singkat dapat disimak 
bahwa adanya keharusan aturan Undang-Undang yang tertulis lebih 

dahulu, yang dalam teks Belanda disebutkan "wettelijk strafbepaling 

yakni aturan pidana dalam perundangan. Kemudian yang kedua 

adalah dalam hukum pidana tidak dikenal (tidak diperbolehkan) 

adanya analogi dalam pemidanaan, artinya adalah membuat sesuatu 

yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada sehingga dapat meluas 

terciptanya "hukum pidana" baru berdasarkan pengenalan itu. Hal ini 

dalam hukum pidana sangat tidak diperbolehkan, mengingat 
terjadinya analogi akan membuat kepastian hukum pidana menjadi di 

ragukan dan bahkan akan terjadi tendesius penerapan hukum      

pidana yang sewenang wenang dengan dasar analogi atas              

suatu peristiwa. 

 

 Hal tersebut sangat tepat jika dilihat dari latar belakang 

keberadaan asas legalitas tersebut, yaitu dalam sejarahnya memiliki 
latar belakang yang panjang dan mengharukan, yakni dengan tidak 

dikenalnya asas legalitas tersebut membuat hingga di zaman romawi 

dikenal kejahatan yang dinamakan criminal extra ordinary,       

artinya: kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-

undang. Sewaktu hukum romawi kuno tersebut diterima (diresipieer) 

di Eropa Barat dalam abad pertengahan, maka pengertian          

tentang criminal extra ordinaria diterima juga oleh raja-raja          

yang berkuasa. Dan dengan adanya criminal extra ordinaria 
diadakannya kemungkinan untuk menggunakan hukum pidana itu 

secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan          

raja-raja itu sendiri. Dalam memuncaknya kekuasaan                  

mutlak (absolutisme) dari raja, yang dinamakan zaman              

Ancien Regime inilah maka timbul pemikiran-pemikiran           

tentang pentingnya ditentukan dalam wet terlebih dahulu perbuatan 

perbuatan yang dapat di pidana, agar penduduk lebih dahulu bisa tahu 

dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Montesquieu J.J 
Rousseau secara tidak langsung telah mengemukakan pemikiran itu 

di dalam bukunya, yang kemudian di populerkan oleh sarjana      

muda Jerman  bernama  Anselm  Von Feuerbach. Asas inilah yang 



64 
 

kemudian di angkat dan mempunyai bentuk sebagai undang undang 
dalam Pasal 8 "Declaration Des Droit de L'homme et d cat oven" di 

tahun 1789, bunyinya adalah tidak ada sesuatu yang boleh di pidana 

selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan 

diundangkan secara sah". 

 

Menurut penulis, keberadaan kaidah hukum yang berasaskan 

legalitas) dan mengandung tujuan mengenai kepastian hukum dan 
perlindungan hak tersebutlah yang membuat hukum pidana menjadi 

banyak mengalami perubahan hingga saat ini, terutama mengenai proses 

peradilan pidana atau pemidanaan terhadap seseorang. Sekalipun asas 

legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak belakang/memiliki latar 

belakang dari ide/nilai dasar “kepastian hukum", namun dalam 

realitanya kemudian asas legalitas ini mengalami penghalusan, yakni 

antara lain sebagai berikut: 

 
1)  Terdapat dalam KUHP itu sendiri yakni pada Pasal 1 ayat (2) 

KUHP yang berbunyi "jikalau undang-undang diubah, setelah 

perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan 

ketentuan yang menguntungkan baginya"; 

2)  Dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan hukum pidana, 

dikenal adanya sifat melawan hukum yang materiil; 

3)  Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia yakni 
melihat pada UUDS 1950, Undang-Undang Darurat 1951, asas 

legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai "Nullum Delictum 

Sine Lege", tetapi juga sebagai "Nullum Delictum Sine Ius" atau 

tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga 

legalitas material, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, 

hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis sebagai sumber 

hukum. 

 
Jika disatu sisi asas legalitas tersebut berhasil membuat lebih 

terciptanya kepastian hukum dalam hukum pidana di Indonesia, 

sebaliknya di satu sisi seringkali membuat hukum pidana yang harus 

tertulis dan membuat tindak pidana tidak akan pernah ada, jika 

ketentuan pidana dalam undang-undang ada terlebih dahulu. Membuat 

penerapan hukum pidana menjadi terkesan sangat terbatas (limitative) 

dan kaku dalam penerapannya. 

 
Hal ini dapat terlihat dalam banyak sisi kehidupan, yakni           

saat bersentuhan dengan hukum pidana dan khususnya asas legalitas   

ini,  terlihat  lemahnya  penerapan  hukum pidana antara lain: subjek 
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tindak pidana hanya orang, tidak adanya system perumusan ancaman 
pidana secara kumulasi dan kumulasi alternatif: tidak adanya pidana 

minimal khusus; tidak adanya pidana minimal kasus; tidak adanya 

jenis sanksi pidana khusus dan aturan pemidanaan umum khusus 

untuk korporasi, belum adanya peraturan mengenai tindak pidana 

mayantara (cyber crime), dan masih banyak lagi, yang menurut 

penulis membuat seringkali penerapan hukum pidana (secara in 

concreto) tidak berjalan dengan baik dan maksimal oleh karena 
kelemhan dalam perundangan pidana (secara in abstrakto) tidak dapat 

menyimpangi asas legalitas yang mewajibkan adanya suatu peraturan 

perundangan pidana terlebih dahulu. 

 

 Keberadaan kejahatan bisnis dalam praktiknya membuat 

keberadaan asas legalitas menjadi dipertanyakan keberadaannya, hal 

ini dikarenakan di satu sisi asas legalitas yang tersirat dalam Pasal 1 

ayat (1) KUHP merupakan asas umum dalam ketentuan hukum 
pidana yang berlaku secara umum sehingga secara mutatis mutandis 

juga harus dianut dan diterapkan dalam tindak pidana seperti di 

bidang perbankan, korporasi, perdagangan, kejahatan mayaranta, dan 

bahkan pencucian uang. 

 

 Tetapi di sisi lain, keberadaan asas legalitas ini justru 

membuat pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan bisnis 
seakan-akan "berjalan di tempat” bahkan seringkali para pelaku 

tindak pidana tersebut lolos oleh karena mengingat salah satu aspek 

dalam rangka menghormati dan sekaligus penerapan praktis dari asas 

legalitas adalah adanya keharusan terlebih dahulu adanya suatu 

peraturan perundangan yang mengatur perbuatan (kejahatan bisnis) 

sebelum perbuatan tersebut dilakukan. 

 

 Hal inilah yang mengganjal laju penegakkan hukum                
di Indonesia, mengingat begitu banyaknya peraturan perundangan 

pidana yang belum ada aturannya saat ini, bahkan belum                 

ada rancangan undang-undangnya, sehingga seringkali membuat    

para aparat penegak hukum pidana kebingungan saat dihadapkan 

dengan kejahatan bisnis tersebut. Sebut saja seperti corporate       

crime, kejahatan dalam perbankan dan pasar modal yang masih    

lebih banyak menekankan pada penjatuhan tindakan administratif   

dan bukan pidana, serta masih banyak lagi yang secara              
empiris membuat kejahatan bisnis tersebut seolah-olah masih   

menjadi "kebal hukum” mengingat di satu sisi adanya keharusan tetap 

  



66 
 

dianut dan dijunjungnya asas legalitas (yang mensyaratkan peraturan 
tertulis) dalam hokum pidana tersebut. 

 

 

2. Teori Hukum Dalam Kaitannya Dengan Asas Legalitas di 

Indonesia 
 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas legalitas 

dalam hukum pidana Indonesia tersirat dalam Pasa 1 ayat (1) KUHP. 

Dari bunyi Pasal tersebut maka dapat dibuat suatu pembagian yang 

berkaitan dengan asas legalitas tersbut menjadi 3 (tiga) hal penting, 

yakni: 

1)  Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu 

peraturan undang-undang; 

2)  Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 

digunakan analogi (qiyas)  

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

 

 Jika dikaitkan dengan teori hukum tentunya membuat 

keberadaan asas legalitas ini harus ditinjau setidaknya dari 3 (tiga) 
aspek, seperti: 

 

1)  Dalam latar belakang sejarahnya; 

2)  Dalam latar belakang aliran ilmu/falsafahnya; 

3)  Dalam perkembangannya hingga di Indonesia. 

 

Hal ini tentunya diharuskan mengingat bahwa teori hukum 
adalah "kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-

tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan 

kehadiran teori hukum dengan jelas”. Teori hukum juga dapat 

diartikan sebagai "ilmu yang mempelajari tentang pengertian-

pengertian pokok dan sistem hukum, adalah inti yang sedalam-

dalamnya dari hukum". 

 

Teori hukum selalu mempermasalahkan mengenai "landasan 
dari suatu peraturan yang berlaku, mencoba menelaah mengenai 

keabsahan perundang-undangan, mengenai keadilan dalam 

penerapan hukumnya, hubungan antara individu dengan penguasa 

disuatu Negara, dan hal-hal lain yang menitikberatkan pada suatu hal 

yang bersifat abstrak”. Hal-hal tersebut sering juga disebut sebagai 

gambaran identifikasi masalah dalam teori hukum. 
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1) Latar Belakang Sejarahnya  
   

Dalam sejarahnya seperti telah dikemukakan sebelumnya, 

asas legalitas ini tidak dikenal sebelumnya hingga tahun 1789. 

Dengan tidak dikenalnya asas legalitas tersebut, di zaman 

Romawi dikenal kejahatan yang di namakan criminal extra 

ordinaria, artinya kejahatan kejahatan yang tidak disebut dalam 
undang-undang, Sewaktu hukum Romawi kuno tersebut diterima 

di Eropa Barat dalam abad pertengahan, maka pengertian tentang 

criminal extra ordinaria diterima juga oleh raja-raja yang 

berkuasa. 

Jadi menurut penulis, melihat dari latar belakang 

sejarahnya, asas legalitas ini lahir akibat kesewenang wenangan 

yang dilakukan penguasa terhadap anggota masyarakat yang ada, 

hal ini tercipta oleh karena tidak adanya kepastian hukum yang 
dapat menciptakan perlindungan yang jelas terhadap hukum yang 

berlaku pada saat itu, sehingga membuat setiap anggota 

masyarakat dapat dijatuhi pidana berdasarkan kehendak dan 

kebutuhan raja di zaman itu. 

 
2) Latar Belakang Ilmu dan Falsafahnya  

 

Setelah melihat dari latar belakang sejarahnya lahirnya 

asas legalitas, maka tentunya secara keilmuan dan filsafatinya, 

asas ini juga memiliki latar belakang yang sama. Latar belakang 

di masa Romawi yang menjadi titik tolak lahirnya asas legalitas, 
para ahli filsafat romawi pada saat itu lebih memusatkan 

perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan 

ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran romawi yang sangat luas 

tersebut. 

Pada masa itu hukum romawi, menjadi di adopsi oleh raja-

raja khususnyadi Eropa Barat. Hal ini menyebabkan nafsu untuk 

menguasai satu dengan yang lain menguat dan kepedulian 

terhadap anggota masyarakat menjadi cenderung menurun dan 
menyebabkan terciptanya hukum yang intinya menekankan pada 

kewenangan mutlak dari para penguasa yang ada, yang kemudian 

salah satunya dalam hukum pidana di jaman tersebut dikenal 

dengan istilah criminal extra ordinaria dan criminal stellionatus, 

 

Falsafah yang berkembang di zaman tersebut            

berpusat pada alam semesta, dan kemudia pada                   

manusia, sedangkan hukum yang digunakan atau dijadikan dasar 
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adalah hukum alam. Latar belakang falsafah ini membuat tidak adanya 

perhatian yang tinggi terhadap anggota masyarakat dari para penguasa, 

ilmu yang berkembang tidak mendukung terhjadap penerapan keadilan 

maupun kesejahteraan masyarakat.  

Hal ini kemudian berlanjut pada zaman skolastik, yang secara perlahan 

telah semakin berkembang dan semakin memberikan perhatian pada 

masalah hukum yang berlaku, akan tetapi belum berhasil membangun 

rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta kepastian hukum yang 

ideal, tetapi tetap lebih menekankan pada kekuasaan.  

 Thomas Aquino, William Occan dan St Agustinus mencoba 

menjembatani filsafat yunani dan alam pikiran Kristen dalam usahanya 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

 

3) Perkembangan Asas Legalitas Hingga di Indonesia  

Dalam melihat asas legalitas ini tidak terlepas dari sistem hukum 

yang diterapkan di Indonesia, yakni sistem Eropa Kontinental. System ini, 

sebelumnya dianut oleh Negara Prancis yang di abad 19 kemudian memulai 

kodifikasi terhadap peraturan hukum positif yang ada, yakni salah satunya 

adalah code penal yang kemudian memuat asas legalitas didalamnya. 

Perkembangan saling menguasai dan menaklukan antar Negara kemudian 

membawa Negara Perancis ini masuk dan menjajah Negara Belanda yang 

secara otomatis mulai mengenal dan meratifikasi peraturan peraturan hukum 

dan sistem hukum eropa kontinental yang dianut Perancis sebelumnya. 

Setelah terlepas dari penjajahan pun kemudian Belanda masih terus 

menganut dan menggunakan sistem hukum dan peraturan hukum bawaan 

Perancis, termasuk didalamnya tersirat asas legalitas dalam hukum pidana.  

Dalam perspektif teori hukum, maka keabsahan suatu peraturan yang 

ada (asas legalitas) menjadi jelas pelaksanaan dan juga penerimaannya 

(acceptable). Selain itu juga teori hukum yang selalu memandang mengenai 

keadilan dalam suatu penerapan hukum telah menemukan bahwa justru 

dengan keberadaan asas legalitas tersebut telah lebih berhasil mengakomodir 

secara maksimal berkaitan dengan kejahatan di Indonesia. Kemudian juga 
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dengan adanya asas legalitas tersebut hubungan antara 

individu dengan penguasa Negara menjadi jauh lebih baik dan jelas 

keberadaannya, penyimpangan hukum berupa kewenangan 

pemidanaan sesuai kebutuhan dan menurut kehendak penguasa telah 

di minimalisasi dan berhasil dibatasi oleh keberadaan asas legalitas 

tersebut. 

 

III.  PENUTUP 

Kesimpulan 

1) Asas legalitas merupakan asas penting. Berkaitan dengan 

kejahatan bisnis, asas legalitas secara mutatis mutandis berlaku 

dan dianut, serta dalam perspektif teori hukum keberadaan ini 

merupakan perwujudan dari banyak hal yang secara filsafati 

adalah memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota 

penguasa, masyarakat dari kesewenangan memberikan kepastian 

hukum dan keadilan serta dapat selalu dijadikan pedoman utama 

bagi penerapan hukum pidana secara umumnya dan kejahatan 

bisnis pada khususnya. 

2)  Teori hukum selalu memandang mengenai keadilan dalam suatu 

penerapan hukum telah menemukan bahwa justru dengan 

keberadaan asas legalitas tersebut telah lebih berhasil 

mengakomodir secara maksimal berkaitan dengan kejahatan 

bisnis di Indonesia. 
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